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KATA PENGANTAR

DenganmemanjatkanPujiSyukur Kehadirat Allah SWT, ataslimpahanRahmat,
KaruniadanHidayah-Nya,sehinggalLaporanKinerja (LKj)DinasKoperasidanUKM  Provinsi
Lampung Tahun2018dapatdiselesaikandenganbaik.

LaporanKinerja ini merupakan gambaran capaian pelaksanaanTugasPokokdan

FungsiDinasKoperasidanUKM Provinsi Lampung
dansebagaibahansuplemenlaporanpertanggungjawabanGubernur Lampung, yang
disusunberdasarkanatashasilkerjodarimasing-masing unit kerjadilingkunganDinas
KoperasidanUKM Provinsi Lampung selamaTahun2018,
dansekaligusmerupakanpertanggungjawabanKepalaDinasKoperasidanUKM Provinsi
Lampung.

Dari

laporaninidapatdiperolehsuatugambaranpencapaiankinerjaDinasKoperasidanUKM
Provinsi Lampung
sertadapatdipergunakansebagaimasukandalampeningkatanKinerjaDinasKoperasidanUK

M Provinsi Lampung.

Besarharapan kami kepadasemuapihak agar dapatmemberikan saran

perbaikan agar laporaninidapatlebihsempurna.

Demikian yang dapat kami laporkan dan kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Februari2019
KEPALA DINAS,

Drs. ISRON FADTRICAR, M.H.

Pembina Utama Muda
NIP.19591001 198708 1 001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasidan UKMProvinsi Lampung merupakan salah satu dinas yang
pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung.Untuk mencapai visi dan misi
yang diemban oleh Dinas Koperasidan UKM Provinsi Lampung perlu didukung dengan

adanya program dan kegiatan serta sumber daya manusia.

Pada tahun 2018 Anggaran BelanjalLangsungDinas Koperasidan UKMProvinsi Lampung
yang bersumber dari APBD sebesar Rp 6.785.587.184,00yang terdiri 10program dan 44
kegiatan dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.385.987.291,00 sehingga realisasi anggaran

pada tahun 2018 mencapai 94,11%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun
2018berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah “Tinggi” untuk 3 (tiga)
indikator kinerja karena interval nilai realisasi kRinerja di atas 91dengan rincian sebagai
berikut :

Persentase pertumbuhanjumlahKoperasi  AktifTahun 2018 sebesar 81.83%atau

menunjukkancapaiankinerjasebesar104,91% dariz8%koperasi yang ditargetkan.

Persentase pertumbuhan wirausaha baru sebesar 79,69% atau menunjukkan

capaian Rinerja sebesar 103,49% dari 77% yang ditargetkan.

Persentasepelakuusaha yang bernilaitambahdariaspeksertifikasi, HAKI, paten

sebesar75%ataumenunjukkancapaiankinerjasebesar 100% dari75% yang ditargetkan.

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja sehingga keberhasilan
yang dicapai belum maksimal adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia,
keterbatasan pangsa pasar, aksesbilitas yang rendah terhadap sumber daya produktif

serta rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi.

Solusidalammenghadapipermasalahandankendala di atasantara laindengan
melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagan Koperasi,sosialisasi UU Nomor

25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,diklat bagi Pembina Koperasi dan UKM,
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peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan permodalan dengan bunga

rendah dan melakukan Penyuluhan Perkoperasian.

Bandar Lampung, Februari2019
KEPALA DINAS,

Drs. ISRON FADTRICAR, M.H.

Pembina Utama Muda
NIP.19591001 198708 1 001
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

BAB | PENDAHULUAN

f.iLatar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran
serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyar

Dalom perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan
sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi
daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada

lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjowaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung diwajibkan untuk menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai
perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian
Rinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target

yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi dan UKM pada mulanya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Dasar Hukum Pembentukan OPD

No Bentuk Tahun Dilaksanakan
Kebijakan
1 Peraturan Daerah |[Nomor 17 Tahun 2000

Tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

2 Peraturan Daerah [Nomor 11 Tahun 2007

Tentang Pembentukkan dan Tata Kerja Dinas Provinsi
Lampung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung

3 Peraturan Daerah [Nomor 13 Tahun 2009

Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Provinsi Lampung,
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kembali
menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung

4 Peraturan Daerah [Nomor 4 Tahun 2014

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi,
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
diubah kembali menjadi tiga Dinas yang mandiri yaitu Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung;
Dinas Perindustrian Provinsi Lampung; dan Dinas Perdagangan
Provinsi Lampung

5 Peraturan Daerah |[Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung maka berubahlah nama Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Lampung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah provinsi Lampung (Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Lampung)
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel. 1.2

JUMLAH KUALIFIKASI JUMLAH PEJABAT
PEGAWAI KOPERASI DAN pAnoraTIaet STRUKTURAL FUNGSIONAL
UMKM
1 2 3 4 5
PNS 102 S3 1 IV/e : 1 Ess IV =22 Widya Iswara. =3 org
PTHL 8 52 14 v/d : 0 Esslll=5
S1 58 V/c : 2 Essll=1
D4 - Vb : 3
D3 4 IV/a : n
D2 - li/d Pl
D1 - lll/c :n
SLTA 25 /b 17
SLTP - ll/a : 5
SsD - l/d 2
ll/c : 3
/b 4
ll/a 2
Iid : 0
llc : o
I/b : o
lla : 0
umlah PNS PNS : 102 102

tentang Pengankatan, Pergeseran dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama, dalam

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh SATRIA ALAM,
S.E., M.Si yang sekarang telah serah terima jabatan oleh Drs. ISRON FADTRICAR, M.H
pada tanggal 18 Desember 2018 dengan nomor SK Pelantikan 821.21/1007/V1.04.2018
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam

struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1 $truktur Organisasi

=
FATLPAR SR HIEL DA

FEMVEIEAA EIRLTAR B2M PESEERARIAN TERCRATRO D

B BAFLAR AL A L

1. SusunanOrganisasiDinasKoperasidanUKMProvinsi Lampung terdiridari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan;

¢. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi , membawabhi :
1) Seksi Perizinan;
2) Seksi Kelembagaan;
3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

1)  Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan

Menengah;
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
g. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :
1) Sub Bagian Tata Usaha;
2) Seksi Penyelenggara;
3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
h. UPTD Perkuatan Modal KUKM, membawahi :
1) Sub Bagian Tata Usaha;
2) Seksi Teknis Operasional;
3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
i. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, membawahi :
1) Sub Bagian Tata Usaha;
2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
3) Seksi Pelayanan Usaha;

j. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2) Bidang/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,d,ef,g,h dan i,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang/UPTD yang di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,d,ef,g, h dan i, dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/UPTD yang bersangkutan.
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(5) Kelompok]abatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat (1)  hurufj,
dipimpinolehseorangPejabatFungsional senior

sebagaiKetuaKelompokdanbertanggungjawabkepadaKepalaDinas.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kRewajiban :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas
dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalom menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :

1.  Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah;

2. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirion koperasi, perubahan

anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;

3. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjom koperasi dan pemberian izin
usaha simpan pinjom, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjom Pola Syariah (KSPPS), kantor
cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar

Kabupaten/Kota tingkat provinsi;

4. Pemfasilitasion tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan

pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
5. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;

6. Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan

Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;

7. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan

baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;

Pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,
kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para

pemangku kepentingan di tingkat provinsi;

Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi

menendah;

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat

provinsi;
Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;

Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya

pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;

Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan
penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan
Pinjam Pola Syariah (USPPS);

Pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar

Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan

Koperasi, yang wilayah keanggotaanya lintas Kabupaten/Kota;

Pemberdayaan dan pelindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar

Kabupaten/Kota dalam provinsi;
Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

<+ Kepala Dinas

a.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok
memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/ pedoman
pelaksanaan tugas dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

2. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
sebagai pedoman kerja;

3. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM sertakerjasama
antar kebupaten/ kota bidang koperasi dan UKM;

4. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional
dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

6. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
Pengelolaan kesekretariatan; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

< $chretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga,
perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi,
tatalaksana dan perundang - undangan sera memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi;

1.  Penyusunan rencana dan program;

2. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM);
Pengelolaan urusan keuangan;

4. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksaon, humas, dan

penyusunan perundang-undangan;
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6. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan
melaksanakan kerjasama di bidang Koperasi, Usaha Kecil danMenengah;

7. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalion persiapan dan laporan
dinas; dan

8. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

¢. $ub Bagian umum dan kepegawaian
Sub Bagion umum dan kepegawadian mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan
keprotokolan, memberikan layanan administrasi umum  kepegawaian,
menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, menyusun

rencana kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan SDM kepegawaian.

d. $ub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan
baohan penyusunan rencana anggaran pendapatan  dan  belanja,
pembukuan/akuntansi, pengelolaan barang milik negara, wverifikasi dan

perbendaharaan.

e. $ub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
melaksanakan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan
program, perumusan kebijakan serta evaluasi program dan kegiatan

perkoperasian dan UKM tingkat prvinsi.

< Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiopan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi,
pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan
Koperasi yang meliputi layanan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, oraganisasi
dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan
dan data Koperasi.
a. 3$ehsi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan layanan perizinan Koperasi yang
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meliputi memfasilitasi izin usaha simpan pinjam koperasi tingkat provinsi,
memfasilitasi izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan
kantor kas KSP dan KSPPS yang wilayah keanggotaannya antar

kabupaten/kota serta fasilitasi perizinan lainnya.

b. $ehsi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi, meliputi:
pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tatalaksang,

penyuluhan perkoperasian serta gerakan masyarakat sadar koperasi.

¢ $ehsi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas
pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi, meliputi :
pengumpulan, pengolahan dan penyagjion data informasi koperasi tingkat

provinsi dan kabupaten/kota.

<+ Bidang pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, meliputi penilaian
kesehatan koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha kopersi serta penerapan
perturan dan sanksi.

a. $echsi Penilaian Kesehatan Koperasi

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan penilaian
kesehatan koperasi tingkat provinsi, meliputi koperasi yang mengelola usaha

simpan pinjam dan koperasi yang mengelola usaha sektor rill.

b. $chsi Pemerihsaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan
pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi tingkat provinsi terkait

kepatuhan terhadap pertauran dan perundang-undangan koperasi.
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¢. $chsi Penerapan Peraturan dan $ankhsi
Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan perumusan kebijanan teknis pembinaan dan melksanakan penerapan

peraturan dan sanksi perundang-undangan koperasi.

<+ Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumuson kebijokan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan koperasi yang meliputi fasilitasi usaha
koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi serta pengembangan, penguatan
dan perlindungan koperasi.
a. $ehsi Fasilitasi Usaha Koperasi
Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan
koperasi melalui fasilitasi usaha koperasi tingkat provinsi.
b. 3$chsi Peningkhatan Kualitas SDM Koperasi
Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan perumusan kebijokan teknis pembinaon dan
melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui peningkatan kualitas SDM
koperasi tingkat provinsi.
¢ $ehsi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi
Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai
tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan
dan melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui pengembangan,

penguatan dan perlindungan koperasi tingkat provinsi.

<+ Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan,
koordinasi, fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi
fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta

peningkatan kualitas kewirausahaan.
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s$ehsi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
melaksanakan pemberdayaan UKM melalui fasilitasi usaha UKM.

s$chsi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
dan Menengah

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan
Menengah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan Usaha Kecil
dan Menengah melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha
Kecil dan Menengah.

$chsi Peninghatan Kualitas Kewirausahaan

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaon mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan permusan kebijokan teknis pembinaan dan
melaksanakan pemberdayaan UKM melalui  peningkatan  kualitas

kewirausahaan.

1.4 Isu $trategis

Isu Trategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah :

1.

Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparatur Koperasi
dan UKM

Rendahnya daya saing produk UKM dalom menghadapi pasar domestik dan

global

Masih rendah kudalitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UKM

Lemahnya akses bagi Koperasi dan UKM pada sumber daya produktif

(pembiayaan dan penjaminan)

Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM

Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi, dan UKM

Belum optimalnya penyerapan lapangan kerja disektor Koperasi dan UKM
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8. Masih rendahnya inovasi dan keterampilan sdm (pelaku) dalam pengembangan
UKM

9. Rendahnya kapasitas lembaga pelayanan permodalan dalam menunjang kinerja
UKM

10. Masih banyaknya koperasi tidak aktif

1.5 Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai
berikut :

1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2013 - 2018.

8. KeputusanGubernur Lampung No. 6/919/B.XII/HK/2014 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Tanggal
15 Desember 2015
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Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja an Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Prov Lampung

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Dokumen Perencanaan, Pengendalion dan Evaluasi Pembangunan pada
Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Prov Lampung di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Lampung

1.6 Inovasi Terbaru

Inovasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah :

1.

BedahKoperasi, adalah program pendampingan manajemen usaha dan
tatakelola koperasi, adanya bedah koperasi yang bermanfaat untuk
meningkatkan persentase jumlah koperasi aktif di Provinsi Lampung, membuat
koperasi menjadi lebih berkembang dengan adanya pendampingan bagi

manajemen usaha.

Pengembangan Koperasi Ecotourisim guna pemerataon kesejahteraan
masyarakat disekitar destinasi wisata. Pemerintah daerah membentuk dan

mengembang kan koperasi di sekitar destinasi wisata. Inovasi ini bermanfaat
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agar pengelolaaan destinasi wisata dapat lebih baik dan manfaat

pengembangan wisata dapat lebih merata bagi masyarakat sekitar destinasi.

3. Pemasaran KUMKM berbasis e-commerce, dalam rangka persaingan pemasaran
produk KUMKM yang kompetitif dengan memanfaatkan market place melalui
e-commerce dengan menggandeng perusahaan yang sudah ternama di
Indonesia yang berbasis online. Inovasi ini bermanfaat agar para pelaku KUMKM
tidak perlu repot untuk menyewa tempat atau membuka cabang diluar
wilayahnya untuk memasarkan produknya dan adanya efisiensi waktu bagi
pembeli yang sibuk dengan kegiatan rutinnya untuk memenuhi kebutuhan

belanja.
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1.78istematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung

Lampung Tahun 2018 adalah :
BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi
SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

-16



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan $trategis $ebelum Reviu
a. Rencana $trategis

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya alom yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung.
Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung yang ditetapkan
untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Ukm Nomor
422/SK/V.15/IX/2017 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2015-2019. Penetapan jangka waktu 5
tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jowaban Gubernur Lampung
terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung tersebut ditujukan
untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung telah
melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung
Tahun 2015-2019 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga
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Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung merupakan hasil
kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dan
stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
tersebut akan dijobarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun. Didalom Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu

tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung. Visi
tersebut mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan
kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang

Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2015-2019

adalah :

“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019"

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Lampung Tahun 2015-2019 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

a. Misi ke-1 dari RPJIMD yaitu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan

Memperkuat Kemandirian Daerah.

3. Tujuan dan $asaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jaongka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
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tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang
ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tahun 2015-2019 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut
perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Dan Menengah Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, $asaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

TARGET KINERJA PADA TAHUN

INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN
KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
m (@3] 3) 4 (5) O] @ ® (©)]
1 | Meningkatnya Meningkatnya Persentase 5 10 13 16 20
Peran Koperasi jumlah skala dan | pertumbuhan
Dalam Rapasitas usaha | jumlah koperasi
Perekonomian Roperasi aktif
Lampun
pung Meningkatnya Persentase 4.5 5
penyerapan pertumbuhan 15 3.0 4.0
tenaga kerja tenaga kerja
yang berasal dari | sektor koperasi
pelaku koperasi
Meningkatnya Persentase 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
tata kelola pertumbuhan
Rinerja koperasi rata-rata
yang profesional volume usaha
kRoperasi
2 | Meningkatnya Meningkatnya Persentase 50 100 200 350 450
Daya Saing wirausaha yang | pertumbuhan
Koperasi dan baru, tangguh wirausaha baru
UMKM dan mandiri
Meningkatnya Jumlah UMKM 60.563 94.185 96.011 97.122 98.253

jumlah UKM yang
dibina
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Meningkatnya Persentase 15 50 75 100 150
standarisasi pelaku usaha

pengelola yang bernilai

koperasi dan tambah dari

UMKM aspek sertifikasi,

HAKI, dan paten

Meningkatnya Nilai Evaluasi CcC B B B BB
Rinerja pelaporan | AKIP dinas
dan keuangan

dinas

b. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalom penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator
Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 422/SK/V.15/1X/2017 Tahun 2017 tentang
Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun
2015-2019.

Adapun penetapan Indikator Kinerjo Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Lampung tahun 2018 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

PENJELASAN

SASARAN INDIKATOR
ne STRATEGIS KINERJA
1 |Meningkatnya | Persentase
jumlah skala | pertumbuhan
dan kapasitas | jumlah Masih {(Jumlah tahun n = tahun
usaha koperasi aktif banyaknya koperasi aktif | berjalantahun
koperasi koperasi yang | tahun (n)) - no = tahun awal
tidak aktif (umlah periode renstra
koperasi aktif | (2014)
tahun (n0))}:
{Gumlah
koperasi aktif
tahun (n0))} x
100 %
2 | Meningkatnya | Persentase %
penyerapan | pertumbuhan
tenaga kerja | tenaga kerja Rendahnya {(Jumlah tahun n = tahun
yang berasal | sektor penyerapan tenaga kerja berjalantahun
dari pelaku koperasi tenaga kerja koperasi tahun |nO = tahun awal
koperasi dari sektor (n)) - Gumlah | periode renstra
koperasi tenaga kerja (2014)
koperasi tahun
(n0))}: {Gumlah
tenaga kerja
koperasi tahun
(n0))} x 100 %
3 |Meningkatnya | Persentase %
tata kelola pertumbuhan
kinerja rata-rata Masih {Jumlah tahun n = tahun
rendahnya volume usaha | berjalantahun

kRoperasi yang

volume usaha
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profesional

Meningkatnya
wirausaha
yang baru,
tangguh dan

mandiri

Roperasi

Persentase
pertumbuhan
wirausaha

baru

Meningkatnya | Jumlah

jumlah UKM
yang dibina

UMKM

Meningkatnya | Persentase

standarisasi
pengelola
koperasi dan
UMKM

pelaku usaha
yang bernilai
tambah dari
aspek
sertifikasi,

%

unit

%

peran kRoperasi
dalam
pertumbuhan
ekonomi

Lampung

Rendahnya
wirausaha
baru yang

muncul

Masih kecilnya
jumlah UMKM
yang ada di
Provinsi

Lampung

Masih
banyaknya
para pelaku

usaha yang

koperasi tahun
(")) - Gumlah
volume usaha
koperasi tahun
(n0)} : {Gumlah
volume
koperasi tahun
(n0))} x 100 %

{UJumlah
wirausaha baru
tahun (n)) -
(jumlah
wirausaha baru
tahun (n0))}:
{Gumlah
wirausaha baru
tahun (n0))} x
100 %

(Jumlah umkm
yang terdata di
15 kab/kota di
Provinsi

Lampung)

{Jumlah
pelaku usaha
yang
mendapat

no = tahun awal
periode renstra
(2014)

tahun n = tahun
berjalantahun
no = tahun awal
periode renstra
(2014)

berdasarkan
data yang
disampaikan
oleh dinas yang
membidangi
kRoperasi dan
umkm di seluruh

kabupaten/kota

tahun n = tahun
berjalantahun
nO = tahun awal

periode renstra
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HAKI, dan belum memiiliki | sertifikasi, HAKI | (2014)
paten sertifikasi, HAKI | dan Paten
dan Paten atas |tahun (n)) -
produk (jumlah pelaku
mereka usaha yang
mendapat
sertifikasi, HAKI
dan Paten
tahun (n0))} :
{Jumlah
pelaku usaha
yang
mendapat
sertifikasi, HAKI
dan Paten
tahun (n0))} x
100 %

¢ Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalom mengarahkan
dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan
tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018 mengacu pada dokumen
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2015-2019, dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun
2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan

uraion sebagai berikut:
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Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

Tahun 2018
No S$asaran $trategis Indikator Kinerja Target

1 |Meningkatnya jumlah skala dan | Persentase pertumbuhan jumlah 78
kapasitas usaha koperasi koperasi aktif

2 |Meningkatnya wirausaha yang Persentase pertumbuhan wirausaha 77
baru, tangguh dan mandiri baru

3 | Meningkatnya standarisasi Persentase pelaku usaha yang bernilai 75
pengelola koperasi dan UMKM tambah dari aspek sertifikasi, HAKI,

dan paten

2.2 Perencanaan $trategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Lampung juga
melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah
maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalom melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu
terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Lampung.
Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan
penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Rencana $trategis

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
terutoma memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan
maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan don atau sasaron. Hasil reviu
selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2018
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Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu
Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah di lingkungan Pemerintah

Lampung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada
tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, $asaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

Meningkatnya Meningkatnya Persentase % 5 37 57 78 100
Peran Koperasi jumlah skala dan pertumbuhan
Dalam kapasitas usaha jumlah koperasi
Perekonomian koperasi aktif
Lampung
Meningkatnya Daya | Meningkatnya Persentase % 17 33 53 77 100
Saing Koperasi dan | wirausaha yang pertumbuhan
UMKM baru, tangguh dan | wirausaha baru
mandiri
Meningkatnya Persentase pelaku % 1 30 52 75 100
standarisasi usaha yang bernilai
pengelola koperasi | tambah dari aspek
dan UMKM sertifikasi, HAKI,
dan paten
Meningkatnya Nilai evaluasi AKIP Indeks CcC B B B BB
Rinerja pelaporan dinas
dan keuangan dinas

b. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah serta menghasilkan penjelasan
tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar
berorientasi hasil.Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :
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Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengubkuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun2018

Meningkatnya jumlah skala | Persentase pertumbuhan % Masih banyaknya koperasi - | (Jumlah koperasi aktif Online Data System tahun n = tahun berjalan

dan kapasitas usaha jumlah koperasi aktif yang tidak aktif tahun (n) dibagi jumlah (ODS) tahun n5 = tahun akhir

koperasi koperasi aktif tahun (n5) x periode renstra (2019)
100 %

Meningkatnya wirausaha Persentase pertumbuhan % Rendahnya wirausaha baru | (Jumlah wirausaha baru Dinas Koperasi dan tahun n = tahun berjalan

yang baru, tangguh dan

wirausaha baru

yang muncul

tahun (n) dibagi jumlah

tahun n5 = tahun akhir

UKM Provinsi
mandiri wirausaha baru tahun (n5) periode renstra (2019)
X100 % Lampung
Meningkatnya standarisasi | Persentase pelaku usaha % Masih banyaknya para (Jumlah pelaku usaha yang | Dinas Koperasi dan tahun n = tahun berjalan

pengelola koperasi dan
UMKM

yang bernilai tambah dari
aspek sertifikasi, HAKI, dan
paten

pelaku usaha yang belum
memiliki sertifikasi, HAKI
dan Paten atas produk

mereka

mendapat sertifikasi, HAKI
dan Paten tahun (n).dibagi
(jumlah pelaku usaha yang
mendapat sertifikasi, HAKI
dan Paten tahun (n5) x 100

%

UKM Provinsi

Lampung

tahun n5 = tahun akhir

periode renstra (2019)
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¢ Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas
Koperasi Dan UkRm dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang

direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

1 Meningkatnya jumlah skala dan Persentase pertumbuhan jumlah % 78
Rapasitas usaha koperasi koperasi aktif
2 [ Meningkatnya wirausaha yang baru, Persentase pertumbuhan wirausaha % 77
tangguh dan mandiri baru
3 | Meningkatnya standarisasi pengelola | Persentase pelaku usaha yang bernilai % 75
koperasi dan UMKM tambah dari aspek sertifikasi, HAKI,
dan paten
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kRinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalom
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/I1X/618/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian
tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan
dalaom dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai
dengan ketentuan tersebut, pengukuran Rinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Pengukuran Rinerja digunakan untuk menilai keberhasilon don kegagalon
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalom

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
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atas indikator Rinerjanya masing-masing, sedangkan capaion Rinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil
pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian

rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian Rinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.1
S$hala Penguhuran Ordinal dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP

Persentase Predikat Kode Warna
<100% Tidak Tercapai
=100% Tercapai/ Sesuai Target
>100% Melebihi Target

Dan predikat capaian Rinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai

(< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja $asaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah LampungTahun 2018

Kode
No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian

1 |Sangat Baik >90
2 |Baik 75.00 — 89.99
3 |Cukup 65.00 — 74.99
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4 |Kurang 50.00 - 64.99

5 |Sangat Kurang 0 —49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaion target kegiatan dari masing-
masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indicator Rinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran Rinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi
dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja
Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berdasarkan Keputusan Gubernur
Lampung Nomor : 422/SK/\V.15/IX/2017, teloh ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan

sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincion sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalom rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi Rinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata
lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung telah menetapkan
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Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor
422/SK/V.15/1X/2017, tanggal 17September 2017 dan melalui Keputusan Gubernur
Lampung Nomor : G.919/B.XII/HK/2014tentang Indikator Kinerja Utama Lampung. Upaya
untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Lampung tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
Tahun 2018

No Indikator Kinerja Utama $atuan | Target | Realisasi | Capaian %

Persentase pertumbuhan jumlah koperasi
1 % 78 81,83
aktif

2 |Persentase pertumbuhan wirausaha baru % 77 79,69

Persentase pelaku usaha yang bernilai
3 |tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan % 75 75

paten

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melaompaui target ditunjukan pada indikator
Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif, dengan capaian kinerja 104.91 %, pada

indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru, dengan capaian kinerja 103.49 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator
Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten,

dengan capaian Rinerja 100 %.
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3.3Penguburan, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja $asaran $trategis

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra 2015-2019. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2015-2019 sebanyak 4

sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 4
indikator Rinerja yang ditetapkan maka pencapaian Rinerja sasaran Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

Capaian
No Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi

%

Persentase pertumbuhan jumlah
1 % 78 81,83
koperasi aktif

Persentase pertumbuhan wirausaha
2 % 77 79,69
baru

Persentase pelaku usaha yang
3 | bernilai tambah dari aspek % 75 75
sertifikasi, HAKI, dan paten

4 | Nilai evaluasi AKIP dinas Indeks B B

Beradasarkan pengukuran Rinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan

informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :
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Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja $asaran

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 |Melebihi/Melampaui Target 50.00 %

2 |Sesuai Target 50.00 %

3 |Tidak Mencapai Target 0.00 %

Adapun pencapaian Rinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran

terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6

Pencapaian target Misi

Tinghat Pencapaian
Jumliah Belum
Melampaui
No Misi |Indikator S$esuai Target Mencapai
target
$asaran Target

Jumliah % Jumliah % Jumliah %

1 |Misit 4 2 (0] 0.00

Jumliah a 2 o 0.00

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian Rinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 3.7

Kategori Pencapaian Indikator $asaran

No Kategori Jumlah Indikator Persentase

A. Misi 1 a

1 Melebihi/Melampaui Target 2 50.00 %

2 Sesuai Target 2 50.00 %

3 Tidak Mencapai Target (o] 0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalom

evaluasi kRinerja dilakukan pula analisis.

Dalom melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain :

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya

ataupun dengan kinerja sektor swasta.

kinerja nyata dengan Rinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai
pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran
dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
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$asaran 1

Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian $asaran 1

Meningkatnya jumlah shala dan kapasitas usaha hoperasi

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
N | Indikator | $atu
% % % %
o | Kinerja an | Targ | Realisa Tar | Realisa Tar | Realisa Tar | Realis
et i get si get si get | asi

Persentase

pertumbuh

1 [anjumlah % 5 6,14 jpoXolol 10 12,66 jplXe [0l 13 17,91 138.00 78 81,83
Roperasi

aktif

Sasaran Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi dapat dilihat

dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian hinerja nyata indikator 1 "Persentase pertumbuhan jumlah
hoperasi aktif" adalah sebesar 81,83 dari target sebesar 78 yang direncanahkan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya

adalah 104.91 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian hinerja nyata indikator 1 "Persentase pertumbuhan jumlah
khoperasi aktif' tahun ini menurun 33.09 Point dari capaian tahun

sebelumnya yang mencapai 138.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian hkinerja indikhator 1
"Persentase pertumbuhan jumlah hoperasi ahktif’ tahun ini adalah sebesar
104.91 %, bila dibandinghan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah maka capaian kinerjanya mencapai 81.00 %.
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Perkembangan Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2013-2018
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2013
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| Aktif

2.885

2.903

2.760

3.024

3.121

2.476

Tdk Aktif

1.787

1.810

2.335

2.296

2.204

2.865

m JUMLAH

4.672

4.713

5.095

5.320

5.325

5.341

Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalom tabel dibawah ini :

Analisis Pencapaian $asaran 2

Tabel 3.9

Meninghatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri

Persentase

pertumbuh

an
wirausaha

baru

Sasaran Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri dapat dilihat

dari sebanyak 1 indikator yaitu :
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Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pertumbuhan
wirausaha baru” adalah sebesar 79,69 dari target sebesar 77 yang

direncanakan dalam Perjanjian Kineria Tahun 2018 sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 103.49 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pertumbuhan
wirausaha baru” tahun ini menurun 56.51 Point dari capaian tahun

sebelumnya yang mencapai 160.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1
"Persentase pertumbuhan wirausaha baru” tahun ini adalah sebesar 103.49
%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah mahka capaian hinerjanya mencapai 79.00 %.

Grafik 3.2
Capaian Pertumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2018

Dtarget

[realisasi

Penumbuhan wirausaha baru
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Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalom tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian $asaran 3

Meningkatnya standarisasi pengelola hoperasi dan UMKM

Persentas
e pelaku
usaha
yang
bernilai
tambah

1 % 15 16,67
dari

108,33
aspek
sertifikasi,
HAKI,
dan

paten
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Sasaran Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM dapat dilihat

dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pelaku usaha yang
bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten" adalah sebesar 75

dari target sebesar 75 yang direncanakan dalorm Perjanjian Kinerja Tahun 2018

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai

target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pelaku usaha yang
bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten” tahun ini menurun

44.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 144.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian hkinerja indikhator 1
"Persentase pelahu usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI,
dan paten” tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandinghan dengan
target akhir renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah maka

capaian kinerjanya mencapai 75.00 %.

Grafik 3.3
Capaian Pelaku Usaha Yang Bernilai Tambah Tahun 2018

Otarget

M realisasi

Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah
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Meningkatnya Rinerja pelaporan dan keuangan dinas

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian $asaran 4

Meninghatnya kinerja pelaporan dan keuangan dinas

Indeks

Sasaran Meningkatnya kinerja pelaporan dan keuangan dinas dapat dilihat dari

sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai evaluasi AKIP dinas" adalah

sebesar B dari target sebesar B yang direncanakan daolam Perianjian Kinerja

Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian
ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian hkinerja indikator 1
"Nilai evaluasi AKIP dinas" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila
dibandinghan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.
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3.4 Permasalahandan$olusi

Permasalahan Kinerja

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaion target Rinerja dan

pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah :

1.

solusi

Masih rendahnya kudlitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang
berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya produktivitas serta daya saing

produk Koperasi;
Keterbatasan pangsa pasar, diversifikasi maupun diferensiasi produk-produknya;

Aksesbilitas yang rendah terhadap sumberdaya produktif (bahan baku,
permodalan dan informasi), hal ini terjadi diperburuk oleh mekanisme pasar
yang berkeadilan belum efektif berfungsi, dan belum optimal nya fungsi

intermediasi perbankan sebagai mitra usaha koperasi.

Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi

merupakan kendala utama dalam pengembangan Koperasi

Melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagan Koperasi (revitalisasi
kelembagaan Koperasi) sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Koperasi
dan UKM.

Melaksanakan sosialisasi UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan
Peraturan Perkoperasian kepada stake holders baik di Provinsi maupun
Kab/Kota

Untuk mendukung standarisasi peningkatan mutu pengetahuan perkoperasian,
perlu dilaksanakan Diklat bagi Pembina Koperasi dan UMKM yang

diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan permodalan dengan
bunga rendah, bantuan sertifikasi tanah yang dapat dijadikan agunan untuk

mendapatkan modal, dan perlunya sosialisasi.

Melakukan Penyuluhan Perkoperasian untuk meningkatkan kesadaran

anggota dan masyarakat tentang pentingnya berkoperasi

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

I -41



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

6. Perlu adanya sinergi antar lintas sektoral dalom upaya penumbuhan dan

pengembangan Koperasi

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas program kegiatan penunjang keberhasilan
dalom pemberdayaan Koperasi yang berkelanjutan dengan dukungan penuh

baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

8. Peningkatan jaringan pasar online/ market place dan kemitraan bagi produk
UMKM
9. Faktor penunjang lain untuk keberhasilan Program dengan optimalisasi :

a). Organisasi yang efektif dan efiseien.

b) SDM pegawai yang memadai.

©). Perangkat hukum yang memadai.

d). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

e). Sumber daya manusia yang melimpah.

f). Sumber daya Alam melimpah.
3.5 Ahuntabilitas Keuangan

Seloma tahun 2018 pelaksanaan progrom dan kegiaton dalom rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin
dicapai DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan

total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.785.587.184 sedangkan realisasi anggaran

mencapai Rp. 6.385.987.291 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94.11%,

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaion
target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Lampungpada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

- 42



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 3.12

Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2018
No. Misi Pagu Anggaran Sl %
Anggaran
1 Misi 1 6.785.587.184 6.385.987.291 94.1
JUMLAH 6.785.587.184 6+385.987.291 94.11
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaion misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah

dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada tahun

2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah

Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang

digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13

Efehtifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provingi LampungTahun 2018

Presentase Anggaran
) Jumlah . .
No. Kategori Indikat Capaian Kinerja
ndikator % Realisasi (Rp.) %
A. Misi 1, 4

1 Memuaskan
2 Sangat Baik v
3 Baik 6.385.987.291 94.11
4 Cukup Baik
5 Agak Kurang
6 Kurang

Rp. 6.385.987.291 94.11
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Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi DinasKoperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang

digunakan efektif terhadap capaian Rinerja misi organisasi.

Tabel 3.14

Efisiensi Anggaran Tahun 2018

TOTAL PRESENT JUMLAH TOTAL
NILAI ASE PROGRAM & KEG | PROGRAM
ANGGARAN KETERANGAN
EFISIENSI Rp) YANG &
= (%) DIFOKUSKAN | KEGIATAN
2 3 4 5 6 7
464.412.816,48 7.250.000.000 6.40 10 Program 44 | 10 Program | Untuk kegiatan
Kegiatan 44 Kegiatan | Pemeriksaan
usaha dan
laporan
keuangan
koperasi ada
penambahn
sebesar Rp.
36.950.000,

dankegiatan
Peningkatan
Pelayanan PPK-
BLUD sebesar
Rp. 72.229.301,52
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3.6 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan
potensi yang dimiliki, sehingga DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun

stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :

No. Prestasi / Penghargaan Tahun

1 Tebaik ke-ll SKPD Provinsi Lampung dalam Penyusunan 2018
Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

2 Sebagai 3 Provinsi terbaik dalam pelaksanaan peningkatan 2018
sertifikasi bagi pengelola Koperasi dan UKM

3 Juara ke-lll stand Lampung Fair inspiratif kategori OPD terbaik 2018

1. Tebaik ke-1l SKPD Provinsi Lampung dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Organisasi

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

i
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2. Sebagai 3 Provinsi terbaik dalam pelaksanaan peningkatan sertifikasi bagi
pengelola Koperasi dan UKM

mao
BRI p

" FORUM KONSLILTASI
Fﬂniwh-l Fu o Koperasi Sehagal Lambaga Pand.hua:m F:r'l'ﬂl
Bagi Usaha Mikro Dan Regk - =

2. Juara ke-lll stand Lampung Fair inspiratif kategori OPD terbaik

—
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BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Lampung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah Lampung Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang
baik dalom memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP). Sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018 ini dapat
menggambarkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dan
Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa Rinerja kegiatan, maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan

kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator Rinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang

ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.91 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.49 %
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara

umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dalam rangka mencapai target

kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.785.587.184 sedangkan
realisasi anggaran mencapai Rp. 6.385.987.291, dengan demikian dapat dikatakan tahun
2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kondisi anggaran adalah Silpa
Rp. 399.599.893

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung 2015-2019
menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut
telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang

direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.91 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.49 %
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.
6.785.587.184 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh
tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) teloh mewujudkan capaian Rinerja
untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah
digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung adalah 94.11 % dari
anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih
efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan

Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kepada
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pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil

bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Lampung, Februari 2019

Kepala Dinas Koperasi
Usaha Kecil, dan Menengah

Provinsi Lampung,

Drs. ISRON FADTRICAR, M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19591001 198708 1 001
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